
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 360jKep.261-BPBDj2021

TENTANG

PERPANJANGANKELlMAPEMBERLAKUANPEMBATASANSOSIALBERSKALA
BESAR SECARAPROPORSIONALDALAMRANGKAPENANGANAN

CORONAVIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATENMAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka
Nomor 360jKep.181-BPBDj2021 tentang Perpanjangan
Keempat Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Secara Proporsional dalam rangka Penanganan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka, jangka waktu pemberlakuannya berakhir
pada tanggal 22 Maret 2021;

b. bahwa penyebaran Covid-19 di Kabupaten Majalengka
berdasarkan kriteria tingkat kematian, tingkat
kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian
tempat tidur rumah sakit (bed occupation room) untuk
intensive care unit (ICU) dan ruang isolasi belum dapat
dikendalikan secara optimal, sehingga perlu
melanjutkan pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Secara Proporsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta
menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 443jKep.151-Hukhamj2021 tentang
Perpanjangan Keempat Pemberlakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi
Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19), perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional
dalam rangka Penanganan Corona virus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Majalengka.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor66, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

9. Peraturan 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona ViTUS Disease 2019
(Covid-19) (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2020 Nomor91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6487);

10.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor34);

11.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
KomitePenanganan Corona ViTUSDisease 2019 (Covid-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor178);

12.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona ViTUS
Disease 2019 (Covid-19);

13.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor48 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala MOOo
dalam Penanggulangan CoronaviTUS Disease 2019
(Covid-19) di Daerah KabupatenjKota (Berita Daerah
ProvinsiJawa Barat Tahun 2020 Nomor48);

14.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor60 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan CoronaviTUS
Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat
(BeritaDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor
60);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 Nomor5);

16.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan CoronaviTUS
Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor77);

17.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan
Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor109);

18. Keputusan 4
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18.Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.735-
BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

19.Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.736-
BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat
Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan
CigasongKabupaten Majalengka;

20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.168-
BPBD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) dan
Pemulihan EkonomiDaerah Kabupaten Majalengka.

Memperhatikan: 1. Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan
Masyarakat Skala Mikro untuk Mengendalikan
Covid-19;

2. Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor06 Tahun 2021
tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
PengendalianPenyebaran Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Sosial
Berskala Besar secara Proporsional dalam rangka
Penanganan Coronamrus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Majalengka, terhitung sejak tanggal 23 Maret
2021 sampai dengan tanggal 5 April2021.

Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara
Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATUdipantau dan dievaluasi secara harian.

Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/ atau
melakukan aktivitas di Kabupaten Majalengka wajib
mematuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar secara Proporsional sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan secara konsisten
menerapkan protokolkesehatan pencegahan Covid-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat
diperpanjang apabila penyebaran Covid-19 belum dapat
dikendalikan secara optimal.
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. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian bart ternyata
terdapat kekeliruan ctidatamnyaakan diadakan perubahan
sebagairnana mestinya

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23MaJ:et 3)21
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